Ruanglingkup kajian sisterm peradilan pidana, yaitu; Pertama, sistem peradilan pidana
dilihat sebagai suatu proses yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan
administrasi peradilan pidana baik itu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap
pasca ajudikasi. Kedug, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem yang
berorientasl pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga, sistern peradilan
pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model dan karakteristik sistem
peradilan pidana. Keempat, sistem peradilan pidana dilibat dari kamponen atau sub-
sistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasan formal di bidang
hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan [Kepolisian), kekuasaan penuntutan
{Kejaksaan), kekuasaan mengadili (Pengadilan), dan kekuasaan pelaksanaan putusan
{Lembaga Pemasyarakatan), dan Advokad. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai
bagian sistem sosial masyarakat. Buku ini merupakan buku ajar dalam bidang hukum
pidana khususnya pada mata kuliah sistem peradilan pidana. Buku ini dapat pula
menjadi pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan hukum pidana.
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Kata Pengantar Ketua Komisi Yudisial

istem Peradilan Pidana merupakan bagian terpenting untuk dipelajari,
dikuatkan dan dikonstruksi guna menanggulangi kejahatan dan
mewujudkan keadilan baik bagi korban maupun pelaku kejahatan. Hal
tersebut penting untuk dilakukan karena potret penegakan hukum
pidana hari ini masih menyisahkan problem seperti adanya perdebatan
publik tentang isu kriminalisasi, salah tangkap, bahkan unlawfull killing

dalam bekerjanya suatu Sistem Peradilan Pidana.

Problem tersebut tentu saja terjadi karena dipengaruhi oleh
struktur, substansi dan budaya dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri.
Dalam hal ini faktor struktur terkait dengan kinerja institusi yang terlibat
dalam penegakkan hukum pidana yang tidak bekerja secara professional
dan proporsional dalam menjalankan kewenangannya, faktor substansi
berkaitan dengan dasar norma yang masih memiliki celah hukum
atau bahkan problem hukum yang membuat pelaku dan korban tidak
mendapatkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta faktor
budaya penegakan hukum yang masih diwarnai oleh konflik kepentingan.

Disamping itu, kerapkali publik disajikan dengan wajah penegakkan
hukum pidana yang menciderai rasa keadilan ditengah masyarakat
melalui adanya suatu pro kontra terhadap perkara pidana yang berdampak
terhadap masyarakat luas, seperti kasus korupsi, kasus politik dan kasus

lainnya. Hal tersebut tentu saja dapat diperparah dengan adanya kondisi



disharmonis antari nstitusi di dalam Sistem Peradilan Pidana yang
membuat suatu proses penyelesaiannya tidak memiliki perform yang
baik di mata publik.

Hadirnya buku Sistem Peradilan Pidana yang ditulis saudara
Faisal tentu saja merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi Sistem
Peradilan Pidana yang masih memiliki beberapa persoalan konkrit untuk
perlu diantisipasi. Buku ini dapat menjadi penyegar dan suplemen yang
baik bagi semua pihak peminat Sistem Peradilan Pidana, khususnya bagi

subsistem yang berada dalam institusi penegakkan hukum pidana.

Secara umum, buku ini menarasikan cukup lengkap dan banyak
hal terkait dengan aspek-aspek Sistem Peradilan Pidana mulai dari se-
jarah, kajian teoritis, tujuan, institusi, orientasi, model, tipologi, dan
suatu upaya rekonstruksi atas problem Sistem Peradilan Pidana yang
terjadi hari ini. Artinya buku ini bukan melihat suatu Sistem Peradilan
Pidana dari hanya sisi norma saja, melainkan lebih luas dari itu dengan
mendekatkan pandangan kita terhadap Sistem Peradilan Pidana berda-
sarkan pemikiran-pemikiran teoritis, perbandingan dengan praktik model
di negara lain, dan adanya upaya suatu pemahaman untuk memahami
asal usul dinamika terbentuknya Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

Saya sangat mengapresiasi lahirnya karya ini, karena dapat menjadi
tambahan referensi dari Sistem Peradilan Pidana. Oleh karena itu,
melalui buku ini dapat diharapkan mendorong kalangan akademisi,
jaksa, polisi, pengacara hinga para hakim untuk bekerja dengan persepsi,
tujuan, orientasi dan aturan sesuai dinamika Sistem Peradilan Pidana di
Indonesia. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan membuka wawasan

bagi pembangunan hukum di Indonesia
Jakarta, 22 Desember 2021
Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum.

Ketua Komisi Yudisial RI
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Prakata Penulis

uji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya

dengan perkenan dan kuasan-Nya, penulis dapat menyelesaikan
karya keempat edisi buku ajar pada mata kuliah di bidang hukum pidana
dengan judul "Sistem Peradilan Pidana”, yang sebelumnya penulis juga
telah merampungkan buku "Politik Hukum Pidana”, "Hukum Pidana
dalam Dinamika Asas, Teori, dan Pendapat Ahli Pidana” serta "Hukum
Pidana Umum”. Buku yang ada ditangan pembaca ini merupakan karya
yang ditulis sebagai buku ajar dalam mata kuliah Sistem Peradilan Pidana.
Buku ini telah disusun sesuai dengan kebutuhan skema pembelajaran

mahasiswa hukum pada umumnya.

Fokus kajian dalam buku ini mengulas sistem peradilan pidana pada
cakupan; Pertama, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu proses
yang berorientasi pada mekanisme atau tahapan administrasi peradilan
pidana baik itu tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap pasca
ajudikasi. Kedua, sistem peradilan pidana dilihat sebagai suatu sistem
yang berorientasi pada tujuan dan hasil dari peradilan pidana. Ketiga,
sistem peradilan pidana dilihat secara komparatif dari beberapa model
dan karakteristik sistem peradilan pidana.

Keempat, sistem peradilan pidana dilihat dari komponen atau sub-
sistem peradilan pidana yang berorientasi pada sistem kekuasan formal

di bidang hukum pidana yaitu kekuasaan penyidikan (Kepolisian),



kekuasaan penuntutan (Kejaksaan), kekuasaan mengadili (Pengadilan),
dan kekuasaan pelaksanaan putusan (Lembaga Pemasyarakatan), dan
Advokad. Kelima, sistem peradilan pidana sebagai bagian sistem sosial
masyarakat. Buku ini merupakan buku ajar dalam bidang hukum pidana
khususnya pada mata kuliah sistem peradilan pidana. Buku ini dapat
pula menjadi pegangan praktisi hukum dalam hal melakukan penegakan

hukum pidana.

Semoga dengan terbitnya buku ini, merupakan bentuk sumbangsih
pengembangan keilmuan hukum pidana dari penulis dan juga Fakultas
Hukum Universitas Bangka Belitung (FH UBB) tempat di mana penulis
sebagai staff pengajar. Tak lupa pula, kami sampaikan ucapan terimakasih
kepada Dr. Derita Prapti Rahayu, SH, MH (Dekan FH UBB) dan Darwance.
SH. MH (Kajur FH UBB) yang selalu mendorong penulis di tengah
masa pandemi, di mana penulis cukup banyak waktu luang di rumah
dengan mengisinya membuat bahan ajar kuliah. Penyempurnaan teknis
penulisan dan beberapa subtansi dalam buku ini juga tidak terlepas dari
peran asisten saya Rosa Linda. SH. yang telah bersedia menjadi editor

sehingga buku ini dapat selesai.

Dalam penyusunan buku ini, tentu memiliki beberapa kekurangan
dibeberapabagian tertentu, meski demikian penulis masih mengharapkan
masukan dan kritik dari pembaca sekalian. Akhirnya, penulis berharap
semoga buku ini dapat memberikan manfaat terhadap dinamika
perkembangan ilmu hukum pidana dan menjadi jembatan silaturahmi

keilmuan bagi penstudi hukum pidana.

Bangka Belitung, 22 Desember 2021

Penulis

Faisal
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Pengantar Editor

de pembuatan buku ini sebenarnya sederhana. Ide yang sederhana
Iitu lantas diusahakan dalam bentuk nyata. Tidak berlebihan jika
buku yang ditulis oleh Dr. Faisal,S.H.,M.H., ini dikategorikan sebagai
salah satu buku ajar untuk kluster hukum khususnya dalam konteks
Sistem Peradilan Pidana (SPP). Dalam konteks ilmu hukum, kehadiran
buku Sistem Peradilan Pidana (SPP) ini akan semakin menambah kaya
khazanah literatur yang dibutuhkan. Buku ini disusun berdasarkan
analisa yuridis, dalam menyoroti pengendalian kejahatan oleh lembaga
yang terorganisir baik mengenai keterpaduannya secara teori maupun
praktiknya, serta bagaimana aktifitas dari lembaga dan aparatur yang

terlibat, dan juga tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga tersebut.

Tidak dapat disangkal, bahwa dalam implementasi pengendalian
kejahatan yang juga disebut sebagai sistem peradilan pidana selalu
mendapat kendala, baik yang berasal dari aspek substansi, penegak
hukum maupun lainnya. Buku ini dibuat dengan sejumlah kategori untuk
memudahkan para pembaca, namun, pembaca tidak perlu terpatok pada
kategorisasi tersebut. Setiap orang bebas untuk menikmati buku ini

dengan caranya masing-masing.

Akhir kata, selamat membaca buku ini. Dalam waktu yang teramat
singkat, kesempurnaan bukanlah sesuatu yang dicari oleh pembuat buku

ini. Yang terpenting, penulis sudah berusaha untuk menyampaikan suatu



ilmu pengetahuan yang penulis ketahui untuk dibagikan kepada para

pembacanya.

Salam Hangat,
Editor
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GLOSARIUM (GLOSSARY)

Abstract System

Aversary System

Asas

Asas Fiksi

Asas Hukum

Battle Model

Gagasan yang merupakan susunan teratur antara
satu dengan yang lainnya saling tergantung.
Suatu sistem dalam proses peradilan pidana yang
terikat pada hal-hal yang bersifat teknis prosedur-
al hukum acara pidana.

Dasar, kriteria, dan pedoman yang dapat digu-
nakan sebagai tolak ukur untuk menilai situasi
tertentu.

Asas yang menganggap bahwa setiap orang diang-
gap mengerti hukum apabila peraturan tersebut

telah diundangkan.

Ide yang mewakili sekalian bahan kultural yang
dimasukkan ke dalam hukum sebagai landasan op-
erasionalisasi nilai-nilai yang bersumber pada pan-
dangan hidup. Asas hukum merupakan jembatan
antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-ci-
ta sosial dan pandangan etis masyarakatnya.

Model yang mana suatu peperangan yang lekas-
lekas antara dua pihak yang berkepentingan satu
sama lain berlawanan yaitu antara individu khu-

susnya pelaku tindak pidana dengan negara.



Complex Entity or
System

Criminal Justice

Process

Criminal Justice

System

Dominus Litis
Due Process Model

Ex Post Facto Law

Fase Pra-ajudikasi

Hukum Otonom

Integrated Crimi-

nal Justice System

Konsep Inquisa-

toir

Non-penal

Physical System

Penjelajahan diskursus intelektual manusia dalam
memformulasikan metode yang paling tepat un-

tuk memahami kesatuan yang kompleks.

Setiap tahap dari suatu putusan yang mengha-
dapkan seorang tersangka ke dalam proses yang

membawanya kepada enentuan pidana baginya.

Interkoneksi antara keputusan dari setiap insti-

tusi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Hak monopoli negara.

Model ini pada dasarnya menitikberatkan pada
hak-hak individu dan berusaha melakukan pem-
batasan-pembatasan terhadap wewenang penguasa.

Asas undang-undang tidak berlaku surut.

Suatu proses yang mendahului pemeriksaan pen-
gadilan berupa identifikai tersangka dan lain se-
bagainya.

Model keadilan prosedural yang memberikan le-
gitimasi kuat kepada lembaga-lembaga penegak

hukum.

Merupakan suatu model yang mana antara pen-
egak hukum yang satu dengan yang lainnya saling

berkaitan.

Sebuah proses pemeriksaan yang dilakukan den-
gan tidak bebas dalam penyidikan menerapkan
upaya paksa pada tahap pra-ajudikasi sepeerti
menangkap, menahan, menggeledah serta meny-
ita alat bukti.

Usaha masyarakat untuk menangguangi kejaha-
tan melalui sarana non-hukum.

Seperangkat elemen yang secara terpadu bekerja

untuk mencapai suatu tujuan.
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Plea Bargaining
System

Plead of Gulity

Presumption of

Guilt ]
Restorative Justice

System

Rekonstruksi

Substansi Hukum

Sistem

Penal

Sistem yang diyakini dapat menguntungkan para

pihak dan masyarakat.

Kesediaan tersangka menyatakan dirinya ber-
salah.
Asas praduga bersalah.

Suatu model pendekatan baru dalam upaya
penyelesaian perkara pidana yang menitikberat-
kan pada adanya partisipasi langsung dari pelaku,
korban dan masyarakat dalam proses peneyelesa-

ian perkara pidana.

Rekonstruksi yang berkaitan dnegan substansi
hukum yang mengatur fungsi, kedudukan dan we-
wenang lembaga penegak hukum pidana.
Keseluruhan di antara bagian-bagian yang saling
terhubung.

Usaha masyarakat untuk menangguangi kejaha-

tan melalui sarana hukum.
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